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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  12  TAHUN  2013 
TENTANG 

JAMINAN KESEHATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 
ayat (2), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat 
(5), Pasal 26, Pasal 27 ayat (5), dan Pasal 28 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional, dan ketentuan Pasal 15 ayat (3) 
dan Pasal 19 ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang 
Jaminan Kesehatan; 

Mengingat   :   1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4456); 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun  2011 Nomor 116, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  5256); 
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MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG JAMINAN 

KESEHATAN. 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 
1. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan 

agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan 
perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan  yang 
diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau 
iurannya dibayar oleh pemerintah. 

2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya 
disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk 
menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan. 

3. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut 
PBI  Jaminan Kesehatan adalah  fakir miskin dan orang tidak mampu 
sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. 

4. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling 
singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. 

5. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak Peserta 
dan/atau anggota keluarganya. 

6. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, 
atau imbalan dalam bentuk lain. 

7. Pekerja Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada 
pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah. 

8. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja atau 
berusaha atas risiko sendiri.  

9. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum 
atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja, atau 
penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan 
membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. 

10. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan 
dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada 
Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, 
kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk 
tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan 
dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 
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11. Pemutusan Hubungan Kerja yang selanjutnya disingkat PHK adalah 
pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang 
mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/buruh 
dan Pemberi Kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.  

12. Cacat Total Tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan 
seseorang untuk melakukan pekerjaan. 

13. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan 
secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk 
program Jaminan Kesehatan. 

14. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 
digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan 
perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang 
dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau 
Masyarakat.  

15. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara 
sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang ditentukan 
oleh Undang-Undang. 

16. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri adalah pegawai tidak tetap, 
pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah.  

17. Anggota Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota 
TNI adalah personil/prajurit alat negara di bidang pertahanan yang 
melaksanakan tugasnya secara matra di bawah pimpinan Kepala Staf 
Angkatan atau gabungan di bawah Pimpinan Panglima TNI. 

18. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya 
disebut Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara 
Republik Indonesia yang melaksanakan fungsi kepolisian. 

19. Veteran adalah Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran 
Republik Indonesia. 

20. Perintis Kemerdekaan adalah Perintis Kemerdekaan sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Prps Tahun 1964 tentang 
Pemberian Penghargaan/ Tunjangan kepada Perintis Pergerakan 
Kebangsaan/ Kemerdekaan. 

21. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah 
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan 
pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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22. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan 
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang kesehatan. 

BAB II 

PESERTA DAN KEPESERTAAN 
Bagian Kesatu 

Peserta Jaminan Kesehatan 
Pasal 2 

Peserta Jaminan Kesehatan meliputi: 

a. PBI Jaminan Kesehatan; dan 
b. bukan PBI Jaminan Kesehatan. 

Pasal 3 
(1) Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

huruf a meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak 
mampu. 

(2) Penetapan Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 4 
(1) Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 huruf b merupakan Peserta yang tidak tergolong fakir miskin 
dan orang tidak mampu yang terdiri atas: 
a. Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya; 

b. Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya; dan 
c. bukan Pekerja dan anggota keluarganya. 

(2) Pekerja Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terdiri atas: 

a. Pegawai Negeri Sipil; 
b. Anggota TNI; 
c. Anggota Polri; 

d. Pejabat Negara; 
e. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri; 
f. pegawai swasta; dan 
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g. Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf f yang 
menerima Upah. 

(3) Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b terdiri atas: 

a. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan 

b. Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima Upah. 
(4) Bukan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri 

atas: 
a. investor; 

b. Pemberi Kerja;  
c. penerima pensiun; 
d. Veteran; 

e. Perintis Kemerdekaan; dan 
f. bukan Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan         

huruf e yang mampu membayar iuran. 
(5) Penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri 

atas:  
a. Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan hak pensiun; 
b. Anggota TNI dan Anggota Polri yang berhenti dengan hak pensiun; 

c. Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun; 
d. penerima pensiun selain huruf a, huruf b, dan huruf c; dan 

e. janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun 
sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d yang 
mendapat hak pensiun. 

(6) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b 
termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 
6 (enam) bulan. 

(7) Jaminan Kesehatan bagi Pekerja warga negara Indonesia yang bekerja 
di luar negeri diatur dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan tersendiri. 

Pasal 5 

(1) Anggota keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf 
a meliputi: 

a. istri atau suami yang sah dari Peserta; dan 
b. anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang sah dari 

Peserta, dengan kriteria: 
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